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      Pemerintah resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 37 Tahun 2025 dengan menunjuk marketplace tertentu sebagai pemungut
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
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APA YANG BERUBAH?

LATAR BELAKANGKENAPA KEBIJAKAN INI DITERAPKAN?

Penerbitan PMK 37/2025
merupakan bagian dari agenda
reformasi perpajakan yang
bertujuan menciptakan level
playing field antara pelaku
usaha daring (online) dan
luring (offline).

PMK 37/2025 tentang Penunjukan Pihak lain
sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain
atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh
Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme
Perdagangan melalui Sistem Elektronik
ditetapkan pada 11 Juni 2025.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1
November 2026 dan menjadi bagian dari upaya
pemerintah memperkuat kepatuhan perpajakan
di sektor ekonomi digital.

Menyetor sendiri
pajak yang terutang

SEBELUMNYA

Pedagang

KINI

Marketplace yang ditunjuk DJP

Melakukan pemungutan

Melakukan penyetoran

Melakukan pelaporan

PMK 37/2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Tarif PPh tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku,
termasuk tarif final 0,5 persen bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan. 

Perubahan utama terletak pada mekanisme pemungutannya. Sebelumnya, pedagang menyetor sendiri
pajak yang terutang. Kini, marketplace yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan
pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tersebut.
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MARKETPLACE YANG DITUNJUK DJP

Marketplace
memungut PPh Pasal
22 atas penghasilan
yang diterima atau
diperoleh pedagang
dalam negeri.

03
Besaran PPh Pasal 22
yang dipungut
dicantumkan dalam
tagihan atau invoice
elektronik.

06
Marketplace
menyetorkan PPh
Pasal 22 yang telah
dipungut ke kas
negara.

Marketplace
melaporkan
pemungutan tersebut
melalui SPT Masa PPh
Unifikasi.

PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
OLEH MARKETPLACE

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet
sampai Rp500 juta per tahun yang telah
menyampaikan Surat Pernyataan;

05

06

04 Jasa pengiriman tertentu oleh
mitra platform digital;

Transaksi emas tertentu sesuai
ketentuan perpajakan serta

Pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan tertentu.

02 Penjualan pulsa dan kartu perdana;

03 Jasa pengiriman tertentu oleh mitra
platform digital;

01
Konsumen
melakukan
pembayaran atas
transaksi melalui
marketplace.

02

04 05
Invoice elektronik
tersebut
dipersamakan dengan
bukti pemungutan
PPh Pasal 22

Mulai 1 November 2026, empat marketplace berikut ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22
yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, Lazada

SIAPA YANG TIDAK DIPUNGUT?

Mekanisme pemungutannya dilakukan sebagai berikut:

Beberapa transaksi dan pedagang tertentu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, antara lain:

01
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APA YANG PERLU
DILAKUKAN PEDAGANG?

01 Memastikan data NIK dan
NPWP telah valid dan
terintegrasi.

02 Menghitung omzet secara
keseluruhan, baik dari
penjualan online maupun
offline.

03 Menyampaikan Surat
Pernyataan apabila omzet
pada tahun berjalan belum
melebihi Rp500 juta.

04 Menyiapkan pembukuan
dan dokumen transaksi
secara tertib.

05 Melaksanakan kewajiban
pelaporan SPT Tahunan
secara tepat waktu.

RISIKO KETIDAKPATUHAN

Dengan semakin terintegrasinya
pengawasan melalui sistem Coretax,
ketidakpatuhan dapat meningkatkan risiko:

01

02

03

04

05

Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK):

Pemeriksaan Pajak;

Koreksi Pajak;

Sengketa Pajak; dan

Sanksi administrasi sesuai
ketentuan perpajakan.
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PMK 37/2025 bukan
merupakan
kebijakan
pengenaan pajak
baru, melainkan
perubahan
mekanisme
pemungutan pajak
atas transaksi yang
dilakukan melalui
marketplace.

Meskipun demikian,
perubahan ini akan
meningkatkan transparansi
transaksi dan pengawasan
perpajakan seiring dengan
integrasi data melalui sistem
Coretax.

SARAN KAMI

Pelaku usaha perlu
memastikan validitas
NIK/NPWP, ketepatan
pelaporan omzet, serta
pemenuhan kewajiban
administrasi perpajakan
untuk meminimalkan risiko
koreksi, pemeriksaan,
maupun sengketa pajak di
kemudian hari.

Dari sisi akuntansi, pelaku usaha
perlu memastikan bahwa
pencatatan omzet dan transaksi
telah dilakukan secara akurat
serta dapat direkonsiliasi dengan
data yang tercatat pada
marketplace. Pembukuan juga
perlu mencakup seluruh sumber
pendapatan, baik dari penjualan
online maupun offline,
mengingat perhitungan batas
omzet dilakukan berdasarkan
total peredaran bruto usaha.

Selain itu, pelaku usaha wajib
mengikuti perkembangan
regulasi perpajakan yang dinamis
agar dapat mengantisipasi
perubahan ketentuan dan
menghindari potensi risiko
kepatuhan yang tidak diperlukan.

Baca Taxco Insight untuk memperoleh informasi dan
insight terkini mengenai perkembangan regulasi
akuntansi, pajak, kepabeanan, dan legal.
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KEY
TAKEAWAYS

01

02 03

04

Berlaku mulai
1 November 2026
Marketplace yang ditunjuk DJP mulai
memungut PPh Pasal 22 atas
penghasilan pedagang dalam negeri.

Empat marketplace
telah ditunjuk DJP

Blibli, Shopee, Tokopedia,
dan Lazada wajib melakukan
pemungutan, penyetoran,
dan pelaporan pajak.

PMK 37/2025 hanya mengubah
mekanisme pemungutan
pajak melalui marketplace.

Omzet sampai Rp500 juta
tetap tidak dipungut
Wajib Pajak Orang Pribadi dapat
memanfaatkan fasilitas ini dengan
menyampaikan Surat Pernyataan sesuai
lampiran di PMK 37/2025.

05
Omzet online dan
offline harus dihitung
secara keseluruhan
Penentuan batas omzet
dilakukan berdasarkan total
peradaran bruto usaha, tidak
hanya dari satu marketplace.

06
Pengawasan pajak
akan semakin ketat

Integrasi data melalui Coretax
meningkatkan transparansi
transaksi dan memperkuat
pengawasan kepatuhan
perpajakan.

07
Pastikan data dan
administrasi pajak telah
sesuai
Validitas NIK/NPWP,
pembukuan yang tertib, dan
dokumentasi transaksi yang
memadai menjadi kunci
meminimalkan risiko pajak.

Bukan pajak baru
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MASALAH PAJAKMU 
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